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ABSTRAK 
 
Nanda Bagus Trihatmojo. E0014287. 2018. KAJIAN YURIDIS PASAL 70 
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN 
PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan putusan 
arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang dalam 
proses pembatalan putusan tersebut terdapat alasan yang dapat dijadikan untuk 
membatalkan putusan arbitrase yang terdapat di dalam pasal 70 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 serta mampukah pasal 70 tersebut mengakomodasi 
kepentingan para pihak yang bersengketa melalui jalur arbitrase. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. 
 Proses pembatalan putusan  tersebut dapat diajukan kepada kepaniteraan 
Pengadilan Negeri apabila sudah terpenuhi syarat yang ada didalam pasal 70 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang lalu akan diserahkan kepada ketua 
Pengadilan Negeri yang nanti nya akan diperiksa dan diputus oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang akan memberikan kepastian hukum.  
 
Kata Kunci : Arbitrase, Pembatalan Putusan, Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 
 
Nanda Bagus Trihatmojo. E0014287. 2018. The Yuridicial Study Clause 70 
Law Number 30 of 1999 in Cancellation of Arbitration Decisions in Indonesia . 
 This research aims to know the proceaa of cancellation of arbitration 
decision arranged in act of law number 30 of 1999, which in the process of 
cancellation of the verdict contained in clause 70 law number 30 of 1999 and the 
clause of 70 can accomodates the intertest of the parties to the dispute through the 
arbitration path. 
 This reseacrh is normative legal research which is prescriptive. Types 
and sources of data for this research include primary data and secondary data. 
Data collection techniques used in library study. Technical analysis is deductive 
method. 
 The process of cancellation of the verdict can be filed to the district court 
office when it is satisfied that the provisions contained in clause 70 of law number 
30 of 1999 will be submitted to the head of the state court. Which will be 
examined later and decided by the chief of justice the District Court Law. 
 
Keywords: Arbitration, Cancellation of Verdict, Legal Certainty 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
“Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan” (QS. Ar-Rahman: 
13). 
"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them” (Walt 
Disney) 
 “Success isn’t about the end of the result, it’s about what" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah yang tak terhingga, penulis 
mempersembahkan karya (skripsi) ini kepada : 
 
Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan 
nikmat dan pertolongan-Nya yang begitu nyata kepada penulis. 
 
Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk seluruh umatnya, 
termasuk penulis. 
 
Kedua orang tua-ku tercinta serta kakak-kakak dan adiku tersayang dan pacar saya 
yang selalu menyemangati saya serta yang selalu mengiringi langkah penulis, 
yang tak pernah lelah memberikan doa restu, semangat dan kasih sayangnya yang 
tak terhingga. 
 
Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis. 
 
Almamater Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tercinta. 
 
 
 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) 
dengan judul “Kajian Yuridis Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia ” yang berisi tentang 
proses pembatalan dan mampukah mengakomodasi dari Pasal 70 terhadap 
kepentingan para pihak yang bersengketa. 
Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentangbagaimana prosedur dalam 
proses pembatalan putusan arbitrase di Indonesia serta mampukah pasal 70 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakomodasi kepentingan para pihak 
yang bersengketa. Undang-Undang ini menimbulkan problematika khususnya 
dalam hal mekanisme pembatalan putusan arbitrase yang memiliki jangka waktu 
yang sangat singkat dan apakah undang-undang tersebut dapat mengakomodasi 
seluruh kepentingan pihak yang mengalami sengketa, sehingga percaya untuk 
menyelesaikan sengketa nya melalui jalur non-litigasi yaitu arbitrase.  
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari 
kekurangan, kendala dan hambatan. Penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada 
waktunya berkat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang 
memberikan bantuan dan ijin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 
x 
 
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang 
dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dari awal 
hingga akhir Penulisan Hukum (skripsi) ini. 
5. Bapak Agus Rianto, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
mendampingi penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu 
pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam 
penulisan hukum ini. 
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah 
membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar 
dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS. 
8.  Almarhum Ayah Djoko Widodo, ayahanda tercinta yang telah mendidik 
dengan sabar dan penuh kasih sayang serta doa yang tiada henti untuk penulis 
sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini. 
9. Ibu Alfiani Dyah Hastuti, ibunda tercinta yang dengan sabar merawat  penulis 
dari kecil hingga sekarang dan tidak pernah lupa mendoakan penulis sehingga 
penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini. 
10. Keluarga besar penulis yang turut menyemangati dan selalu mendoakan 
penulis. 
11. Teman Spesial penulis Anggtitha Perwitha Sarri, yang selalu ada dalam suka 
duka yang menjadi teman diskusi, memberikan kritik maupun saran yang 
membangun untuk penulis terkait Penulisan Hukum (skripsi) ini. 
12. Sahabat penulis sejak duduk dibangku perkuliahan, Rachmalia, Hani Ismail, 
Nanda Bagus, Ilham Indra, Muhammad Alvin, Dwiva Amalia, Tania Rahma, 
Arizal Ivan,Ody Wiguna, denriz,Muhammad Azmi yang turut berkontribusi 
selama masa perkuliahan penulis dan dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini. 
13. Teman-teman Tim Basket Fakultas Hukum yang sudah mau berjuang 
bersama-sama demi mengharumkan nama Fakultas Hukum UNS. 
14. Teman- teman FH UNS 2014 yang menemani penulis selama masa studi. 
xi 
 
15. Semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu yang telah memberikan 
bantuannya untuk penulis dalam menyelesaikanPenulisan Hukum (skripsi) 
ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh 
dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 
penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 
Semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir 
kata, penulis mengucapkan terimakasih. 
 
 
   Surakarta, 31 Juli 2018  
Penulis, 
 
 
Nanda Bagus Trihatmojo 
       E0014287
xii 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .............................................. Error! Bookmark not defined. 
PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................................II 
PENGESAHAN PENGUJI..........................................................................................III 
SURAT PERNYATAAN......................................................................................................IV 
ABSTRAK .............................................................................................................. v 
ABSTRACT ........................................................................................................... vi 
MOTTO............. ................................................................................................... vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii 
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii 
BAB I PENDAHULUAN ...................................... Error! Bookmark not defined. 
A. Latar Belakang Masalah ............................... Error! Bookmark not defined. 
B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 3 
C.Tujuan Penelitian ............................................................................................ 4 
D.Manfaat Penelitian .......................................................................................... 5 
E.Metode Penelitian............................................................................................ 6 
F.Sistematika Penulisan Hukum ....................................................................... 10 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................ Error! Bookmark not defined. 
A. Kerangka Teori ............................................. Error! Bookmark not defined. 
1. Tinjauan tentang Sengketa ................................Error! Bookmark not defined. 
2. Tinjauan tentang Arbitrase ............................................................................ 18 
B. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 35 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 37 
A. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 .................................................................................................. 37 
xiii 
 
B.Peran Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam 
Mengakomodasi Kepentingan Para Pihak yang Menyelesaikan Sengketa 
Melalui Arbitrase ......................................................................................... 53 
 
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 61 
A. Simpulan ...................................................................................................... 61 
B. Saran ............................................................................................................. 62 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 64 
LAMPIRAN .......................................................................................................... 67 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
DAFTAR GAMBAR 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 35 
1 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
LATAR BELAKANG MASALAH 
 Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan 
perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan 
masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar 
peradilan (non litigasi).  Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau 
litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum 
mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, 
penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, 
serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. 
 Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat 
mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, 
produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan. 
  Beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung lebih memilih 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat 
memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun 
demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai 
mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, 
memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.  Dalam bahasa modern 
sekarang disebut win-win solution, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, 
mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan. 
(Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000 :1) 
 Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem 
penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara 
penyelesaian sengketa yang didasarkan yang didasarkan atas kesepakatan para 
pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa 
yang mungkin timbul ( M. Hussyein Umar, 2000: 7 ).  
2 
 
 
 Arbitrase di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Arbitrase 
merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengaadilan yang banyak 
diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan dari arbitrase itu 
sendiri, yaitu :  
Dijamin kerahasiaan Sengketa Para Pihak; 
1) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal Prosedural dan 
Administratif; 
2) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 
pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenaii 
masalah yang di sengketakan, jujur dan adil; 
3) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 
4) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan 
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat 
dilaksanakan. 
 Adapun permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase diajukan 
kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk 
memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi 
kewenangan Arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-
tindakan pemalsuan, peniupuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase 
bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam 
penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.  
 Apabila suatu permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut 
diterima, maka hal ini menjaadikan prosres Arbitrase yang telah dilalui tersebut 
akan menajdi gugur. Pada dasarnya untuk mengajukan permohonan pembatalan 
Arbitrase haruslah didasarakan hanya pada alasan-alasan yang tercantum dalam 
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Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.  Yang mana dalam Penjelasan 
Pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa: Alasan-alasan permohonan pembatalan yang 
disebut didalam pasal ini harus dibuktikan dengan Ptutusan Pengadilan. Apabila 
pengaadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, 
maka Putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 
Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan 
 Adapun contoh kasus yang melatarbelakangi dalam hal pembatalan 
Putusan Arbitrase yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 B/Pdt.Sus-
Arbt/2013 antara pihak pemohon yaitu PT. Manggala Krida Yudha dan pihak 
Termohon yaitu PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk dimana dalam hal ini 
pemohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan adanya bebrapa 
faktor yaitu surat artau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah 
dijatuhkan putusan dinyatakan palsu, dimana pihak termohon telah 
menyembunyikan setidaknya 3 fakta tentang laporan keuangan. 
 Hal tersebut lah yang tidak dapat ditolak lagi bahwa Putusan-putusan 
pengadilan mengakibatkan ketidakpastian hokum bagi para pihak yang 
bersengketa. Kondisi ini lah yang dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap 
Putusan Arbitrase ini sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas 
dengan putusan tersebut. Jika seperti ini maka penyelesaian melalui Arbitrase 
justru akan lebih banyak mengualarkan biaya dan sama sekali tidak akan lebih 
cepat daripada langsung berperkara di Pengadilan. 
A. RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci 
dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1 Bagaimanakah prosedur pembatalan Putusan Arbitrase menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 ? 
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2 Apakah ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah 
mengakomodasi kepentingan para pihak yang menyelesaikan sengketa 
melalui Arbitrase ? 
B. TUJUAN PENELITIAN 
 Pada hakikatnya, setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, 
rinci, dan terarah agar penyelesaian permasalahan yang menjadi rumusan masalah 
pada penelitian, dapat dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yang 
dilaksanakan. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini, 
dibagi menjadi dua, yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif 
berasal dari tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan 
tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian hukum ini, anatara lain: 
1 Tujuan Objektif 
a. Guna mengetahui bagaimana prosedur pembatalan Putusan Arbitrase 
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 
b. Guna mengetahui sudah kah ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 mengakomodasi kepentingan para pihak yang 
menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase. 
2 Tujuan Subjektif 
a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman serta 
kemampuan penulis di bidang Hukum Perdata, khususnya yang 
menyangkut tentang prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 
b. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi masyarakat 
umum serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
di bidang hukum. 
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c. Sumbangan pemikiran ilmiah kepada pihak-pihak terkait dan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. 
d. Memperoleh bahan hukum premier dan sekunder sebagai bahan penulisan 
hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan akademis untuk 
memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
C. MANFAAT PENELITIAN 
 Setiap penelitian diharapkan mempunyai suatu manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab dengan adanya manfaat 
yang dapat diberikan menentukan nilai-nilai dari penelitian hukum tersebut. 
Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini ada dua, yakni manfaat 
teoritis yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis 
yang bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat tersebut 
antara lain: 
1 Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada 
umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya. 
b. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan di 
bidang Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya 
mengenai kajian yuridis pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 
dalam pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan 
referensi serta literatur di bidang karya ilmiah penulisan Ilmu Hukum, 
kemudian menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian 
sejenis di kemudian hari. 
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2 Manfaat praktis  
a) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
b) Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
c) Menjadi wadah bagi penulis untuk mengaplikasikan dan 
mengembangkan penalaran dan membentuk pola ilmiah dalam 
menguraikan analisis dari isu hukum yang penulis teliti. 
d) Membantu memberikan masukan berupa tambahan ilmu pengetahuan 
terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, 
juga kepada pihak yang berminat pada permasalahan yang sama. 
D. Metode Penelitian 
 Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 
memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada penelitian 
hukum, ilmu hukum dijadikan sebagai suatu landasan ilmu hukum pengetahuan 
induknya. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013: 35), penelitian hukum adalah 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Secara lebih lanjut, penelitian hukum 
adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan 
jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2010: 43). Untuk itu kegiatan 
penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk ke arah 
mana langkah-langkah yang harus dijalankan secara konseptual, terinci, terarah, 
tersistematis satu sama lainnya yang menghasilkan data yang diperoleh dalam 
penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian 
tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum 
doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan 
hukum (legal research) sudah jelas bahwa penelitian tersebut selalu normatif 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian hukum normatif 
merupakan penelitian yang dilakukan dengan menarik asas hukum, serta 
meneliti sistematik hukum, kesesuaian peraturan perundang-undangan, 
perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Sri Mamudji, et.al., 2005: 5). 
Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum 
doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen 
karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 
yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mahmudji, 2004: 14). Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat perskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai 
ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-
nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-
norma hukum. Ilmu perskriptif mempelajari gagasan-gagasan hukum yang 
bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran 
yang mendasarinya. Sedangkan sifat teknis atau terapan menggambarkan 
bahwa penelitian ini menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 
rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam 
penulisan hukum adalah sebagai berikut : 
a. Pendekatan kasus (case approach) 
b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
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c. Pendekatan historis (historical approach) 
d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 
e. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 
(case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 
dilakukan dengan menelah perundang-undangan dan regulasi bersangkut paut 
dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah 
pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter 
Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133-134). 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
181). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesasian Sengketa 
4) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesasian Sengketa 
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 B/Pdt.Sus-Arbt/2013 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
  Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas utusan 
pengadilan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena 
buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan 
pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi 
tinggi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 182-183). Dalam penelitian ini 
bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : 
1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum 
2) Makalah-makalah dan hasil karya ilmiah 
3) Jurnal-jurnal hukum 
4) Artikel hukum 
5) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang 
memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi 
dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan 
bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan 
menggunakan content analisys (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 21). Teknik ini 
berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil 
penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan 
penulisan hukum. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus 
M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian 
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian 
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ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-
90). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara deduktif 
yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya 
menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian premis 
mayornya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan premis minornya adalah 
proses pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Konklusinya yaitu proses pembatalan putusan arbitrase Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 berujung pada pelaksanaan putusan Arbitrase. 
Analisis juga dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. Kemudian menginventarisasi dan 
mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan 
analisis terhadap kasus terkait dan perundang-undangan tersebut dengan 
melakukan penafsiran terhadap undang-undang,  untuk ditarik kesimpulan 
dari hasil analisis tersebut. 
Penafsiran terhadap Undang-Undang yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. 
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti 
perkataan atau istilah (Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012: 9). Sedangkan 
penafsiran sistematis menafsirkan undang-undang dengan jalan 
menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu 
perundang-undangan atau dengan undang undang lain.  
F Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum diperlukan untuk memberikan gambaran, 
penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang 
akan dirumuskan sesuai kaidah atau aturan baku penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab dimana setiap bab terbagi 
dalam sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian. 
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Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis berusaha menguraikan dan 
memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang 
diteliti oleh penulis meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini, dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih 
memberikan pemahaman terhadap isi penelitian. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang 
menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara 
teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan 
dengan penulisan hukum ini. Landasan teori tersebut 
berupa kerangka teorimeliputi tinjauan umum tentang 
kontrak, tinjauan umum tentang batal dan pembatalan, 
dan tinjauan umum tentang kontrak bisnis, serta 
tinjauan umum tentang kontrak internasional. Selain itu 
pada bab ini disajikan kerangka pemikiran yang 
menggambarkan alur pemikiran  penulis dalam 
penelitian ini. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN 
1 Pada bab ini penulis membahas dan menjawab tentang permasalahan yang 
telah ditentukan sebelumnya serta menguraikan hasil penelitian dan 
pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal 
pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu prosedur 
pembatalan Putusan Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 serta sudahkah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
mengakomodasi kepentingan para pihak yang menyelesaikan sengketa 
melalui Arbitrase. 
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BAB IV : PENUTUP 
 Pada bab ini penulis menguraikan mengenai 
kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil 
pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang 
dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang 
terkait dengan bahasan penulisan hukum ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Sengketa 
a. Pengertian Sengketa                                 
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala 
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau 
perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa 
Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute” (John.M. Echlos dan 
Hasan Shadily, 1996: 138). Keduanya mengandung pengertian tentang 
adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, 
tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa 
Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” 
diterjemahkan dengan kata sengketa.   
  Definisi sengketa menurut Vilhem Albert dalam bukunya 
Lawrance M. Friedman adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua 
orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara 
terang-terangan. Dibedakan menjadi dua macam yaitu conflict of interest 
dan claims of rights. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang 
menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang 
berselisih perkara dalam pengadilan (Sudarsono, 2002: 433). Yang 
dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-
pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh 
salah satu pihak dalam perjanjian (Nurnaningsih Amirani, 2011: 13). 
Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-
orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun 
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perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Takdir 
Rahmadi, 2011:1). 
b. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa    
 Menurut Takdir Rahmadi (2011) ada beberapa teori-teori penyebab 
timbulnya sengketa. Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab 
timbulnya sengketa, anatara lain (Takdir Rahmadi, 2011 : 46) :  
1) Teori Hubungan Masyrakat      
Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya    
ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para 
penganut teori ini memberikan solusi- solusi terhadap konflik-konflik 
yang timbul dengan cara  peningkatan komunikasi dan saling 
pengertian antara  kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta 
pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima 
keberagaman dalam masyarakat.  
2) Teori Negosiasi Prinsip       
Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena 
adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. 
Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-
konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling 
pengertian antara  kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta 
pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima 
keberagaman dalam masyrakat.  
3) Teori Identitas       
 Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekolompok 
orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori ini 
memberikaan usulan bahwa konflik karena identitas yang terancam 
melalui lokakarya dan dialog kelompok yang mengalami konflik 
dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan 
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kekhawatiran yang masyarakat rasakan tujuan akhirnya ialah 
pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok 
semua pihak.   
4) Teori Transformasi      
 Teori ini menjelaskan bahwa konflik itu dapat terjadi karena suatu 
masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial dan politik. Dan penganut 
teori ini berpendapat bahwa konflik ini dapat diselesaikan dengan 
upaya perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan 
peningkatan hubungan dan pengembangan proses-proses untuk 
mewujudkan keadilan dan pengakuan keberadaan masing-masing. 
5) Teori Kesalahpahaman Antar Budaya        
 Teori Kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa suatu 
konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam berkomunikasi 
antar masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 
Sehingga sangat diperlukan dialog antar masyarakat yang mengalami 
konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya. 
6) Teori Kebutuhan Atau Kepentingan Manusia        
 Teori ini mengungkapkan bahwa suatu konflik dapat terjadi karena 
danya suatu kebutuhan Manusia yang tidak dapat terpenuhi atau 
merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan manusia dapat 
dijadikan menjadi tiga jenis yaitu substansif, prosedural, dan 
psikologis. Kebutuhan substansif berkiaitan dengan kebutuhan 
manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti dandang, 
pangan, papan dan kekayaan. Kepentingan Prosedural berkaitan 
dengan tata dalam pergaulan dalam lingkungan masyarakat. 
Sedangkan kepentingan Psikologis ialah berhubungan dengan non-
materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati. 
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c. Model Penyelesaian Sengketa 
1) Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi        
  Proses penyelesain sengketa yang dilaksankan melalui pengadilan 
atau sering disebut dengan istilah “litigasi”, ialah penyelesaian suatu 
sengketa yang  dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan yang 
berwenang untuk mengatur dan memutuskan nya oleh hakim. Prosedur 
dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih  formal yaitu dimana pada akhirnya 
ada kesepakatan yang  memutuskan bahwa ada yang menang dan ada yang 
kalah dan hal seperti ini cenderung akan menimbulkan masalah baru 
dengan biaya yang mahal dan biasanya menimbulkan permusuhan antara 
pihak yang bersengketa. Dengan adanya kondisi seperti ini akan 
mengakibatkan kepada banyak nya masyarakat yang ingin menyelesaikan 
suatu sengketa melalui proses diluar peradilan formal atau yang sering 
 disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR 
 (Nurnaningsih Amriani, 2012: 36) 
2) Penyelesaian  Sengketa melalui Non-Litigasi      
  Dalam Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah 
mengenal penyelesaian suatu sengketa melalui jalur alternantif, yang mana 
di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternantif Penyelesaian Sengketa. Alternative Dispute Resolution atau 
ADR ialah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan 
penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan.                             
  Secara umum penyelesain sengketa (Perdata) yang  itu baik secara 
Nasional maupun Internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, 
yaitu sebagai berikut  (Nurnaningsih Amriani, 2012: 20):  
a) Arbitrase        
 Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
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menjalaksan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa 
Perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak-pihak yang 
bersengketa. Rbitrase itu sendiri digunakan untuk sebagai antisipasi 
kesalahpahaman atau perselisihan yang  sangat mungkin terjadi yang 
mana tidak dapat di selesaikan secara negosiasi maupun melalui pihak 
ketiga serta menghindari penyelesaian melalui Badan Peradilan yang 
memerlukan waktu cukup lama.     
b) Negosiasi        
 Seperti yang dijelaskan oleh Pakar Hukum  yaitu Ficher dan Ury 
yang dikutip oleh Nurnaningsih  Amriani (2012:23), Negosiasi adalah 
komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan 
antara kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan baik itu 
yang sama maupun yang berbeda.     
c) Mediasi        
 Mediasi ialah negosiasi yang melibatkan  pihak ketiga yang 
memiliki keahlian mengenai prosedur  mediasi yang efektif, yang 
mana dapat membantu dalam  situasi konflik untuk mengatur 
aktivitas para pihak sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar 
menawar  (Nurnaningsih Amriani, 2012:28). Tetapi Mediasi itu 
sendiri dapat diartikan juga sebagai upaya penyelesaian  sengketa yang 
dilakukan oleh para pihak dengan kesepakatan bersama melalui 
mediator yang bersikap  netral, dan juga tidak membuat keputusan 
atau kesimpulan  bagi para pihak tetapi hanya sebagai fasilitator para 
pihak  dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat 
untuk tercapainya suatu mufakat (Susanti dan Adi Nugroho, 2014: 21) 
d) Konsiliasi        
 Konsiliasi ialah lanjutan dari mediasi dan saling bersangkutan 
dimana di dalam konsiliasi, Mediator berubah fungsi menjadi 
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konsiliator. Yang mana konsiliator itu sendiri memiliki fungsi untuk 
yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 
dan  menawarkannya kepada para pihak yang bersengketa. Apabila 
para pihak menyetujui usulan atau solusi yang diberikan oleh 
konsiliator maka dapat tercapai yaitu resolution yang dapat diartikan 
sebagai kesepakatan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Dan 
apabila piohak yang bersengketa tidak bersedia merumuskan 
kesepakatan tersebut dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar 
dari sengketa, maka proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih 
Amriani, 2012 : 34).      
e) Penilaian Ahli       
 Penilain ahli ialah salah satu cara penyelesaian sengket oleh para 
pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap 
perselisihan yang sedang terjadi (Takdir Rahmadi, 2011: 19).  
2. Tinjauan Tentamg Arbitrase 
a. Pengertian Arbitrase 
  Menurut Priyatna Abdurrasyid, dijelaskan bahwa Arbitrase ialah 
suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial 
seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan 
didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Priyatna 
Abdurrasyid, 2002: 24) 
  Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Arbitrase adalah 
cara penyelesaian sengketa Perdata di luar pengadilan umum yang 
didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa.  
  Menurut Yahya Harahap, Arbitrase ialah salah satu metode dalam 
penyelesaian sengketa. Dimana sengketa harus diselesaikan yang berasal 
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dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut ( M. 
Yahya Harahap, 2004: 108) :  
1) Perbedaan Penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaann perjanjian, 
yaitu : 
a) Kontraversi pendapat (controversy); 
b) Kesalahan pengertian (misunderstanding); dan 
c) Ketidaksepakatan (disagreement). 
Pelanggaran perjanjian (breach of contract) termasuk didalamnya adalah 
: 
(1) Sah atau tidaknya kontrak; 
(2) Berlaku atau tidaknya kontrak. 
(3) Pengakhiran kontrak (termination of contract); 
(4) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprtestasi atau perbuatan 
melawan hukum. 
3. Sejarah Arbitrase 
a. Sejarah Arbitrase di Eropa 
 Penyelesaian sengketa yang sedang berkembang pada saat ini 
adalah arbitrase. Para pihak melalu klausul yangdisepakati dalam perjanjian, 
menundukan diri menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian 
kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbitrer (Nurnaningsih 
Amriani, 2011: 20). 
 Berdasarkan sejarah perkembangannya, bangsabangsa telah 
menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sejak zaman Yunani 
Kuno. Praktek ini berlangsung pula pada zaman keemasan Romawi dan Yahudi 
(Biblical times) serta terus berkembang terutama di negara-negara dagang Eropa, 
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seperti Inggris dan Negeri Belanda (Huala Adolf, 2002: 2). Sejarah hukum tentang 
arbitrase ada yang berpendapat bahwa arbitrase mendapat akarnya dalam 
hukum-hukum greja (ecclasiastical law). Berdasarkan sejarah hukum Inggris 
misalnya, terlihat bahwa arbitrase telah digunakan oleh asosiasi-asosiasi bisnis 
abad pertengahan (medieval guilds) di Inggris. Arbitrase juga sudah digunakan di 
sana dalam transaksi-transaksi maritim tempo dulu (Munir Fuady, 
2000: 15). 
 Undang-Undang yang paling tua di dunia tentang 
Arbitrase adalah Arbitration Act (1697) di Inggris, Undang-Undang tersebut 
sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Di inggris dalam 
sejarah perkembangan arbitrase banyak mengalami pertentangan bahkan 
timbulnya sikap antipati terhadap lembaga arbitrase tersebut. Sekitar pada abad 
ke-18 arbitrase menjadi viral bagi kalangan hakim-hakim disana yang bahwasanya 
hakim-hakim memutuskan arbitrase clause atau contract bertentangan dengan 
public policy karena arbitrase dapat mengakibatkan oust the juristdiction (of the 
courts). 
 Arbitrase di Perancis diatur dalam Code de 
Procedure Civile (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang mulai 
berlaku sejak tahun 1806, yang kemudian sejalan dengan perkembangan zaman 
lahir Undang-Undang tentang Arbitrase tahun 1925, yang lebih memberikan 
tempat kepada sistem peradilan arbitrase ini (Munir Fuady, 2000: 22). 
 Kewenangan dan yurisdiksi arbitrase dalam prakteknya dirasakan 
belum memuasakan. Masih ada campur tangan badan peradilan konvensional 
yang terlalu kuat. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Mei 1980, Pemerintah Perancis 
mengeluarkan Dekrit (decree) yang memberikan kewenangan dan yurisdiksi yang 
lebih mandiri terhadap badan arbitrase, di mana badan peradilan pada prinsipnya 
tidak dapat mencampuri kewenangan arbitrase. Badan-badan peradilan 
konvensional bahkan mempunyyai kewajiban untuk memperlancar pelaksanaan 
tugas-tugas arbitrase. Namun, ada aturan khusus yang sedikit berbeda pada prinsip 
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arbitrase saat ini dalam arbitrase Perancis saat itu diperkenankan banding ke 
badan peradilan umum dalam hal tertentu. Sejarah arbitrase di Belanda memiliki 
keterkaitan dengan sejarah di Indonesia. Semula peraturan arbitrase yang 
diterapkan di Belanda bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Perdatanya yaitu Reglemen Acara Perdata (Rv). Perkembangan selanjutnya 
ternyata peraturan mengenai arbitrase di Belanda berbeda dengan arbitrase di 
Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal pokok sebagai berikut (Munir Fuady, 2000: 
23): 
1) Perkembangan praktek arbitrase di negeri Belanda yang pesat telah memberi 
pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan hukum arbitrase disana. 
Sementara di Indonesia, praktek hukum arbitrase relatif tidak berkembang, 
dan penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu sendiri tidak populer.  
2) Dibentuknya peraturan arbitrase yang baru di negeri Belanda yang mulai 
berlaku sejak 1 Desember 1986. Peraturan ini merupakanbuku keempat yang 
baru di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, mulai dari Pasal 1020 
sampai dengan 1076. Sementara peraturan tentang arbitrase yang lama di 
Belanda termuat dalam Pasal 620 sampai dengan pasal 657 Kitab 
UndangUndang Hukum Acara Perdatanya, yang mirip mirip dengan ketentuan  
dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv Indonesia. 
b. Sejarah Arbitrase di Indonesia 
 Arbitrase di Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang baru 
dalam dalam penyelesaian sengketa meskipun lembaga arrbitrase ini semulanya di 
peruntukan bagi penduduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan 
dengan itu. Memang dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang 
berlaku untuk golongan Bumiputra, baik Het Herzeine Indonesisch Reglement 
(HIR) maupun Reglement op de Rechtsvordering (Rv) tidak mengatur tentang 
arbitrase (Sudargo Gautama, 1999: 3).  
 Namun lewat pasal 377 HIR dan pasal 705 Rbg yang berbunyi “jika 
orang indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan diputuskan oleh 
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juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang 
berlaku bagi bangsa eropa” (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003: 11). 
Pengambilan dan penerapan pasal-pasal ketentuan arbitrase jika melihat ketentuan 
tersebut harus di taati oleh siapapun, jika mereka ingin menyelesaikan 
persengketaan yang timbul melalui badan arbitrase. Dalam Rv, pasal pasal 
mengenai arbitrase, diatur dalam buku Ketiga tentang Aneka Acara. Pada Bab 
Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) melalui pasal 615 
sampai dengan pasal 651. Pasal-pasal ini meliputi lima bagian pokok, yaitu 
(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003: 12) : 
1) Bagian Pertama (pasal 615-623) mengatur arbitrase dan pengangkatan 
arbitrator atau arbiter; 
2) Bagian Kedua (pasal 624-630) mengatur mengenai pemeriksaan dimuka badan 
arbitrase; 
3) Bagian Ketiga (pasal 631-640) mengatur mengenai Putusan Arbitrase; 
4) Bagian Keempat (pasal 641-647) mengatur mengenai upaya-upaya terhadap 
putusan arbitrase; 
5) Bagian Kelima (pasal 647-651) mengatur mengenai berakhirnya acara-acara 
arbitrase.  
 Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang 
sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga 
badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerinta Belanda, yaitu (Gunawan 
Widjaja dan Ahmad Yani, 2003: 13) : Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil 
bumi Indonesia; Badan arbitrase tentang kebakaran; Badan arbitrase bagi asuransi 
kecelakaan. Setelah itu pada masa penjajahan Jepang yang masuk menggantikan 
kedudukan Belanda, mengenai berlakunya arbitrase Pemerintah Belanda pernah 
mengeluarkan peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa 
“semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang undang dari 
pemerintah dahulu- Pemerintahan Hindi Belanda tetap diakui sah buat sementara 
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asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang” (Gunawan 
Widjaja dan Ahmad Yani, 2003: 14). 
 Setelah Indonesia Merdeka untuk mencegah kevakuman hukum, 
maka pada masa itu dikeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 
menyatakan segala badan badan negara dan peraturan-peraturan yang ada 
sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 
selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak 
bertentangan dengan Undan-Undang Dasar tersebut.  
 Maka oleh itu pada masa tersebut, untuk penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase tetap masih berlaku ketentuan yang ada pada HIR, RBg dan Rv. 
Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang 
dikuasai oleh Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan 
landrechter untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan appelraad 
sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Namun waktu terjadinya. 
Republik Indonesia Serikat, landrechter ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan 
appelraad, menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. 
 Selanjutnya jika kita lihat ketentuan pada UUD sementara 1950, 
Pasal 142-nya menyatakan bahwa : 
“peraturan undang undang dan ketentuan ketentuan tata usaha yang sudah ada 
pada tanggal 17 agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai 
peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan RI sendiri, selama dan sekedar 
peraturan peraturan dan ketentuanketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau 
dirubah oleh undang undang dan ketentuan ketentuan tata usaha atas kuasa 
Undang Undang Dasar ini”.  
 Dari penjelasan yang tadi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
yang menyatakan bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah ada pada masa 
penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum dirubah, ditambah atau diganti 
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masih tetap berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Rv juga 
tetap berlaku. Dan secara Institusional sejarah perkembangan arbitrase di 
Indonesia mendapatkan momentumnya pada tahun 1977 dengan terbentuknya 
Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 13 Desember 1977 Keadaan ini terus 
berlanjut sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan pondasi bagi 
Penyelesaian Sengketa Alternatif Non Litigasi. Sebelum ada Undang-Undang ini 
pun Indonesia sebenarnya telah menerapkan aturan arbitrase internasional salah 
satunya dengan ratifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang 
Persetujuan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara 
Asing Mengenai Penanaman Modal. Selain itu Indonesia juga mengaksesi 
ketentuan mengenai eksekusi putusan arbitrase asing yaitu dengan mengeluarkan 
Keppres Nomor 34 Tahun 1981 dan Peraturan pelaksana nya yaitu Perma Nomor 
1 Tahun 1990 (Sudargo Gautama, 1996: 19). 
4. Objek Arbitrase 
 Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa 
keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui 
arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayt (1) Nomor 30 
Tahun 1999 yaitu Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya 
sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa. 
 Jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 yang masuk ke dalam ruang lingkup perdagangan adalah 
kegiatan-kegiatan tertentu yaitu bidang perniagaan, perbankan, keuanagan, 
penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Selanjutnya 
dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa : Sengketa yang tidak dapat 
diselesaikan melalui Arbitrase alah sengketa yang menurut peraturan 
perundanga-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 
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5. Jenis-Jenis Arbitrase 
 Menurut Konvensi New York 1958 maupun ketentuan yang terdapat 
dalam UNCITRAL Arbitration Rules maka kita dapat mejelaskan beberapa jenis 
Arbitrase sebagai berikut : 
a. Arbitrase Ad Hoc 
Arbitrase Ad Hoc atau sering disebut (arbitrase Volunter) ialah 
Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus 
perselisihan tertentu. Dan sifatnya adalah insidental dan jangka waktunya 
tertentu sampai sengketa itu diputuskan.  
 Dengan demikian kedudukan dan keberadaannya hanya untuk 
melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu, selesai sengketa diputus 
maka fungsi dan keberadaannya lenyap dan berakhir dengan sendirinya.  
b. Arbitrase Institusional 
   Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase 
yang sifatnya permanen. Karena sering disebut “permanent arbitral body” . 
Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk 
menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Faktor kesengajaan dan 
sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu 
arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda 
dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini berdiri untuk 
selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai. 
6. Sumber Hukum Arbitrase 
a. Landasan Hukum Arbitrase Asing 
 Landasan Hukum Arbitrase Asing dapat kita temukan dan kita lihat 
di dalam Pasal 33 Piagam PBB. Yaitu dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 
apabila sesuatu pertikaian yang berlangsunh terus-menerus sangat mungkin 
membahayakan perdamaian dan keamanan internasional yaitu diaman yang 
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harus diselesaikan melalui jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, 
arbitrase, atau dengan cara damai lain yang mereka pilih sendiri (Sudargo 
Gautama, 1999: 6). 
b. Landasan Hukum Arbitrase Indonesia 
1) Pasal 58-61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 
   Yaitu pada intinya Undang-Undang ini memberikan kewenangan 
kepada Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, 
yang mana dapat kita temui di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Upaya 
penyelesaian sengketa Perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara 
melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa." 
2) Landasan Arbitrase Pasal 377 HIR 
   Landasan yang mengatur Arbitrase yang diatur di dalam Pasal 
377 HIR yang berbunyi : Jika orant Indonesia dan orang Timur Asing 
menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka 
mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi 
bangsa Eropa. 
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
   Sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa tentu memiliki maksud yaitu untuk 
memberikan pengaturan lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan 
kemajuan perdaganagan Internasional.  
   Oleh karena itu ketentuan mengenai Arbitrase yang diatur di 
dalam Pasal 615-651 RV dan Pasal 377 HIR, sudah dinyatakan tidak 
berlaku lagi,. Sehingga dengan demikian lembaga Arbitrase saat ini hanya 
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menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999. 
7. Prinsip Arbitrase  
  Agar dapat menajadi suatu badan yang dapat menyelesaikan suatu 
sengketa dengan baik, maka Arbitrase menganut beberapa prinsip-prinsip di 
dalam nya, yaitu sebagaib berikut : 
a. Aksesbilitas 
   Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus terjankau dalam 
hal segi biaya, waktu dan tempat. 
b. Final dan Binding  
  Mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikatpara pihak (final 
and binding), ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan 
banding, kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana pada putusan 
pengadilan negeri, yang mana akan lebih menghemat waktu (time 
efficient).  
c. Party Autonomy 
   Berdasarkan prinsip ini, para pihak dapat dengan bebas 
menentukan prosedur acara arbitrase yang mereka kehendaki, seperti 
bahasa yang digunakan, jumlah arbitrer, penunjukan arbitrer, atau 
hukum yang berlaku.  
d. Efisien 
    Dibandingkan dengan peradilan umum yang ada, penyelesaian 
sengketa melalui Arbitrase sangat lebih Efisien kaitannya denghan 
biaya dan waktu. 
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e. Kerahasiaan 
    Sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruang tertutup (close door 
session), ini berarti sidang arbitrase tidak diperuntukkan untuk umum, 
tetapi hanya bagi para pihak yang bersengketa atau kuasanya.  
f. Fair and Just 
   Dimana harus Tepat dan Adil para pihak yang bersengketa.. 
g. Kredibilitas 
    Para arbiter dan badan-badan arbitrasae yang bersangkutan 
haruslah orang-orang yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga 
keputusaan nya tepat dan dapat di pertanggungjawabkan.  
8. Kelebihan Arbitrase 
Selama ini masyarakat banyak yang menggunakan penyelesaian suatu 
sengketa melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan. Dan banyak pula masyarakat 
yang melontarkan kritik terhadap hal tersebut, dimana penyelesaian sengketa 
melalui jalur litigasi dianggap tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu beberapa 
pihak lebih memlih arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa. Berikut adalah 
kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur Arbitrase : 
a) Kerahasiaan dijamin para pihak bersengketa; 
b) Para pihak dpat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah, proses dan 
tempat penyelenggaraan Arbitrase; 
c) Dapat dihindari keambatan yang diakibatkan karena hal prosedur administrasi; 
d) Putrusan Arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui 
tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan; 
e) Para oihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunya 
pengetahuan dan pengalaman terhadap masalah yang sedang diahadapi. 
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9. Kelemahan Arbitrase  
 Meskipun Arbitrase memiliki berbagai kelebihan seperti yang telah 
dijelaskan diatas, tetapi di dalam prakteknya ternyata Arbitrase memiliki 
kelemaha, yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan 
membawanya ke Arbitrase tidaklah mudah, dimana kedua belah pihak harus 
saling sepakat; 
b. Dalam Arbitrase tidak dikenal adanya keterikatan kepada putusan-putusan 
Arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu 
saja. sehingga sangat masuk akal apabila timbulnya keputuan-keputusan yang 
saling berlawanan; 
c. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap 
semua sengketa hukum; 
d. Arbitrase pun dapat berlangsung lama dan oleh karena hal tersebut 
mengakibtatkan biaya yang sangat tinggi, khususnya dalam hal arbitrase luar 
negeri. 
 Gatot Soemartono juga menunjukkan beberapa keberatan dalam 
menyelesaikan masalah melalui Arbitrase, yaitu (Gatot Soemartono, 2006: 14-15) 
: 
a. Menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan 
biaya nya bisa lebih tinggi. Dikarenakan pihak-pihak yang ikut menyelesaikan 
Arbitrasse tersebut perlu diberi honor; 
b. Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung pada tingkat kesuliatan suatu 
masalah yang dihadapi serta mutu dan tingkatan arbiter dimana itu7 relatif 
akan menambah biaya yang diperlukan; 
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c. Sekalipun dalam Arbitrase itu tidak diisyaratkan adanya suatu perwakilan 
dalam proses, namun pada kenyataannya dalam banyak perkara, pihak-pihak 
yang bersangkutan pada umumnya menggunakan pengacara; 
d. Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah telah dijamin 
oleh Undang-Undang yang dalam ha Arbitrase lebih bersifat subjektif. 
10.  Kewenangan Arbitrase 
 Arbitrase merupakan lembaga yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan 
kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan 
yang timbul diabtara mereka diputus oleh seseorang atau beberapa orang arbiter 
yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak, dan sehingga 
menghasilkan hasil yang final dan binding.  
 Sehingga dalam menjalabnkan fungsi dan wewenang nya lebih ke arah 
menyelesaikan perselisihan bukan mengadili. Dan dipertegas dengan Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berisikan : 
a. Adanya suatu perjanjian tetrulis meniadakan hak para pihak untuk 
mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam 
perjanjian ke Pengadilan Negeri; 
b. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam 
suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali 
dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 
 Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa dikatakan bahwa apabila terdapat 
suatu sengketa dan para pihak membawanya ke Pengadilan Negeri, maka 
Pengadilan Negeri haarus menyatakan diri bahwa mereka tidak berwenang 
(Sudargo Gautama, 1999: 15). 
 Agar suatu proses Arbitrase berjalan dengan baik, maka para pihak berhak 
menunjuk arbiter yang akan mengadili sengketa dan arbiter yang akan ditunjuk 
tersebut harus menerima penunjukan tersebut. Pada prinsipnya, dengan adanya 
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npenunjukan arbiter dari para pihak dan penerimaan arbiter yangt bersangkutann 
maka telah terjai suatu perjanjian Perdata.  
11.  Proses Penyelesaian Sengketa Melalu Arbitrase Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
 Suatu proses Arbitrase pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu 
sebagai bereikut : 
a. Tahap Negosiasi 
   Ialah dimana didalam tahap ini adanya negosiasi yang dilakukan 
para pihak-pihak untuk memperoleh kesepakatan bahwa jika kelak timbul 
sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase. Salah satu bagian yang menjadi 
objek negosiasi tersebut adalah apabila di kemudian hari timbul sengketa, 
bagaimana cara penyeelesaian sengketa tersebut. 
b. Tahap Pemeriksaan 
   Pada tahap ini meliputihal-hal anatara lain : 
1) Dalam hal timbul sengketa, salah satu pihak (Pemohon) harus 
memberitahukan kepada pihak lainnya (Termohon) bahwa syarat yang 
diadakan oleh para pihak berlaku; 
2) Pemohon menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter secara tertulis 
dengan memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap dan tempat tinggal, 
uraian singkat tentang sengketa, lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan 
yang jelas; 
3) Arbiter menyampaikan satu salinan tuntutan kepada Termohon dengan 
disertai perintah agar Termohon memberikan jawaban secara tertulis 
dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan oleh 
Termohon; 
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4) Arbiter memerintahkan agar para pihak atau kuasanya hadir menghadap di 
persidangan pada waktu yang ditentukan; 
5) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya, 
arbiter terlebih dahulu mengutamakan perdamaian, tetapi apabila tidak 
tercapai pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan; 
6) Atas perintah arbiter atau atas permintaan para pihak, dapat dipanggil 
sanksi ataupun saksi ahli untuk didengar keterangannya; 
7) Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 
(seratus delapan puluh) hari sejak arbiter terbentuk; 
8) Setelah pemeriksaan dianggap cukup, arbiter akan menjatuhkan putusan 
Arbitrase, yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. 
12.  Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase  
 Peran Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada prinsipnya melalui 3 
(tiga) hal, yaitu : 
a. Pada saat proses Arbitrase 
 Pengadilan memiliki peran yang penting pada saat proses Arbitrase 
berlangsung dan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 yaitu dimana para 
pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan Arbiter yang 
mana ada atau tidaknya ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan 
Arbiter. 
 Apabila para pihak yang bersengketa sudah sepakat bahwa akan diperiksa 
dan diputus oleh Arbiter tunggal, tetapi apabila dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari setelah Termohon menerima usul Pemohon dan para pihak 
tidak berhasil menentukan Arbiter tunggal atas permohonan dari salah satu 
pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat Arbiter Tunggal. 
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 Selanjutnya, terhadap Arbiter dapat diajukan tuntutan hak ingkar apabila 
terdapat cukup alasan dan bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa 
Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam 
mengambil Putusan, atau apabila terbukyi adanya hubungan kekeluargaan, 
keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Hak Ingkar 
terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah itu, dalam hal tuntutan ingkar 
yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh para pihak lain dan 
Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang 
berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
yang putusannya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan 
perlawanan. 
b. Pada waktu pelaksanaan Putusan Arbitrse 
 Pengadilan Negeri memiliki peran sebagai tempat pendaftaran Putusan 
Arbitrase dalam rangka pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional. Tetapi tidak 
jarang bahwa para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase dengan 
sukarela. Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah yang 
berdasarkan permohonan eksekusi yang didaftarkan kepada Panitera 
Pengadilan Negeri , dan diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari setelah pernohonan didaftarkan. 
 Setelah itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan telah 
diminta untuk campur tangan manakala proses Arbitrase telah selesai dan 
sal;ah satu pihak tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut. 
Bukan Lembaga arbitrase yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan 
Arbitrase, melainkan lembaga Pengadilan yang harus memaksa pihak yang 
menolak melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut untuk mematuhinya. 
Beberapa ketentuan Internasional yang mengatur peran Pengadilan dalam 
pelaksanaan Putusan Arbitrase anatar lain, Article II (3) Konvensi New York 
1958 yang menyatakan : An Arbital award, irrespective of the country in which 
34 
 
 
it was made, shall be recognixed as binding and, upon application in writing to 
the competent court, shall be enforced subject to the provisions of this article 
dan of article 36. 
c. Dalam hal terjadi pembatalan Putusan Arbitrase 
  Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur tentang 
kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap Putusan Arbitrase oleh 
Pengadilan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 
3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa. 
 Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan 
pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan 
pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri. 
Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dikabulkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan 
seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri 
dapat diajukan permohonan Banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam 
tingkat pertama dan terakhir. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERJANJIAN 
BISNIS 
PIHAK 2 PIHAK 1 
FORUM 
PENYELESAIAN 
SENGKETA 
LITIGASI ARBITRASE 
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 
TAHUN 1999  
PASAL 70 UNDANG-UNDANG 
NOMOR 30 TAHUN 1999 
SENGKETA 
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Keterangan : 
Kerangka pemikiran ini dibuat oleh penulis untuk memberikan alur penulis 
menganalisis, menjabarkan, serta meneliti permasalahan yang dikaji oleh penulis. 
Dimulai dengan Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan ilustrasi diatas 
dengan Pihak 1 dan Pihak 2 yang mengadakan perjanjian bisnis. Dimana apabila 
didalam perjanjian bisnis diatas terjadi suatu masalah dan menajdi sengketa maka 
masalah tersebut seperti yang dijelaskan diatas daat diselesaikan melalui forum 
Penyelesain sengketa yaitu baik melalui jalur Litigasi maupun jalur Non Litigasi. 
Yang ingin penulis jelaskan ialah lebih kepada jalur Non Litigasi yaitu 
melalui Jalur Arbitrase atau Penyelsaian suatu sengketa diluar proses Pengadilan. 
Yang mana hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa dan lebih spiesifik lagi 
yang ingin dibahas oleh penulis ialah Pasal 70 di dalam Undang-Undang Nomor 
30 tahun 1999 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase itu sendiri.   
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prosedur pembatalan Putusan Arbitrase menurut Undang-undang 
No. 30 Tahun 1999 
 Secara umum putusan arbitrase dibedakan atas putusan arbitrase nasional 
dan putusan arbitrase internasional dan untuk menentukan apakah putusan 
arbitrase itu merupakan putusan arbitrase nasional atau internasional, didasarkan 
pada prinsip kewilayahan (territoy) dan hukum yang dipergunakan dalam 
penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Apabila mempergunakan hukum asing 
sebagai dasar penyelesain sengketanya, walaupun putusan dijatuhkan di dalam 
wilayah hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan 
putusan arbitrase internasional. Sebaliknya walaupun para para pihak yang 
bersengketa itu bukan berkewarganegaraan Indonesia, tetapi mempergunakan 
hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrasenya, maka putusan 
arbitrase yang demikian merupakan putusan arbitrase nasional bukan putusan 
arbitrase internasional.  
 Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada 
suatu putusan arbitrase. Dimana putusan bersifat final dan binding, tetapi sebelum 
itu perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai makna dari putusan arbitrase itu 
sendiri. Yang mana suatu putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak (final dan binding), sehingga pada prinsipnya tidak dapat 
diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dimana para pihak menjamin 
akan langsung melaksanakan putusan tersebut yamg mana Majelis akan 
menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang 
wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Sifat yang 
seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang 
menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat langsung 
dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan kasasi. 
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 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang pembatalan 
putusan arbitrase dalam pasal 70 yang menyatakan bahwa terhadap putusan 
arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan 
tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatkan palsu;setelah putusan diambil 
ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh 
pihak lawan; dan 
2. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam pemeriksaan sengketa. 
 Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa alasan-
alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan 
dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan 
tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan 
sebagai dasar pertyimbangan bagi hakimuntuk mengabulkan atau menolak 
permohonan. Dan dimana di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 
menghendaki agar apabila suatu putusan telah mengabulkan sesuatu yang tidak 
dituntut, atau tidakj memuat satu atau hal lebih hal yang diminta untuk diputus, 
atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lain, maka 
terhadap putussan tersebut selayaknya hanya dilakukan penambahan atau 
pengurangan, dan tidak dilakukan pembatalan putusan arbitrase.  
 Hal yang menarik disini adalah rumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 secara tegas memberikan 3 (tiga) alternatif alasan yang dapat 
digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase, namun bila ditelaah ke dalam 
bagian Penjelasan umum dari Undang-Undang No. 30 tahum 1999 maka 
pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan karena beberapa hal, yaitu: 
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1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang 
sengaja disembunyikan pihak lawan; 
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam pemeriksaan sengketa.  
Selaim itiu dalam pembatalan putusan arbitrase kitya harus mengetahui 
terlebih dahulu syarat-syarat materiil dalam putusan arbitrase antara lain sebagai 
berikut : 
a) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai 
keseluruhan sengketa. Putusan harus menguraikan alasan atau dasar-dasar 
pertimbangan yang merupakan argumentasi kesimpulan hukum berdasarkan 
fakta-fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. 
Pertimbangan harus meliputi seluruh permasalahan yang dipersengketakan. 
Dalam pertimbangan hukum harus jelas diuraikan hal-hal apa yang terbukti, 
dan mana yang tidak terbukti. Bagian mana yang dapat dikabulkan, dan mana 
pula yang ditolak atau tidak dapat diterima. 
b) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam 
majelis arbitrase. Dalam pemeriksaan sengketa oleh suatu majelis arbitrase, 
tidak selamanya seluruh anggota majelis tersebut dapat menyetujui suatu 
putusan yang akan diambil. Apabila hal itu terjadi, maka pendapat masing-
masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan dalam putusan 
arbitrase. 
c) Amar putusan. Keberadaan amar dalam suatu putusan sifatnya mutlak karena 
pada hakekatnya amar merupakan esensi putusan. Dalam amar dirumuskan 
pernyataan hukum tentang penyelesaian sengketa yang dikenakan kepada para 
pihak atau salah satu pihak 
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Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak 
mengatur akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syarat putusan arbitrase yang 
mana mana sudah diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 1999 tidak terpenuhi. Undang-undang hanya mengatur 
kemungkinan untuk mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk 
melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau 
mengurangi tuntutan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang 
dimaksud dengan koreksi terhadap kekeliruan administratif adalah koreksi 
terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan 
nama, alamat para pihak atau arbiter, dan lain-lain yang tidak mengubah substansi 
putusan. Sedangkan yang dimaksud dengan menambah atau mengurangi tuntutan 
adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila 
putusan tersebut mengalami hal sebagai berikut : 
a) Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; 
b) Telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan; 
c) Mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya. 
Dari ketiga alasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa dapat dilakukan 
pengurangan ataupun penambahan terhadap putusan arbitrase. dan hal tersebut 
dijelaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu bahwa 
disebutkan kata antara lain yang mengindikasikan alasan-alasan tersebut tidaklah 
bersifat limitatif. Diluar alasan-alasan tersebut, sebenarnya masih banyak alasan-
alasan lain untuk dapat dimintakan penambahan atau pengurangan atas suatu 
putusan arbitrase. Sebagai contoh, jika putusan tersebut tidak jelas, kabur atau 
tidak tuntas pengungkapannya ( Munir Fuady, 2001: 108 ). 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999, dapat dijelaskan dalam hal terdapat syarat-syarat dalam putusan arbitrase 
yang tidak terpenuhi, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, maka undang-
undang memberikan hak atau kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan 
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penambahan atau pengurangan atas putusan arbitrase kepada Majelis Arbitrase 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima. 
 Keterlambatan dalam memutus perkara juga dapat dijadikan dasar 
pembatalan, yaitu apabila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 
majelis arbiter terbentuk perkara belum diutus, maka putusan arbitrase tersebut 
cacat hukum dan harus dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 48 Undang-
Undang Nomor 30 tahum 1999. Selain itu ketiadaan perjanjian arbitrase sebagai 
dasar majelis arbiter memeriksa perkara dapat dijadikan menjadi dasar 
pembatalan. Lalu kewenangan dari prosedur pengambilan putusan arbitrase antara 
lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para 
poihak dalam penyelesaian sengketa, lazim digunakan sebagai dasar pembatalan 
putusan arbitrase ( Hikmanto Juwana, 2002 : 68). 
 Selanjutnya, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila susunan majelis 
arbitrase atau proses penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan yang 
diterapkan dalam penyelesaian sengketa, tidak sesuai dengan perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan 
ketentuan undang-undang yang tidak dapat dikesampingkan. 
 Para pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mengadakan 
kesepakatan bahwa putusan tidak perlu menguraikan penjelasan dasar-dasar 
pertimbangan. Apabila terdapat kesepakatan ini, maka majelis arbitrase tidak 
diwajibkan menjelaskan dasar-dasar alasan ini sebagai dasar permohonan 
pembatalan menjadi gugur. Oleh karena itu, alasan ini baru dapat dipergunakan 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian.  
 Agar adanya suatu perbandingan, maka UNCITRAL Model Law 
memberikan alasan-alasan yang harus diajukan oleh pihak yang mengajukan 
pembatalan putusan arbitase, yang mana hak tersebut berisikan sebgai berikut : 
a) The party of the arbitration agreement reffered to in Article 7 was under some 
incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties 
have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this State; 
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Dimana para pihak yang membuat perjjanjian arbitrase merupakan orang 
yang tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk membuat suatu 
perjanjian. karena perjanjian yang menjadi landasan putusan arbitrase 
bersumber dari perjanjian yang tidak sah, dengan sendirinya putusan menjadi 
tidak sah. 
b) The party making the application was not given proper notice of the 
appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise 
unable to present his case; 
Dalam hak ini harus dipenuhi nya asas audi alteram partem yaitu yang 
mana kepada para pihak harus diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk 
membela kepentingan masing-masing ( M. Yahya Harahap 2001: 359). Apabila 
salah satu pihak tidak diberitahu secara wajar tentang penunjukan arbiter atau 
tidak memberi kesempatan yang wajar kepada salah satu pihak untuk 
mengajukan pembelaan, putusan arbitrase yang bersangkutan telah dianggap 
tidak wajar, karena para arbiter dalam menjatuhkan putusan dianggap telah 
bersikap parsial atau berat sebelah sehingga proses pemeriksaan perkara telah 
berlangsung secara tidak jujur. 
c) The award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the 
terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond 
the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on 
matter submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, 
only that part of the award which contain decisions on matters not submitted to 
arbitration may be set aside; 
Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tidak sejalan dengan 
yang dipersengketakan, atau putusan tidak sesuai dengan syarat yang diajukan 
kepada arbitrase, atau putusan berisi hal-hal yang berada di luar ruang lingkup 
yang diajukan kepada arbitrase. Dengan kata lain, majelis arbitrase senyatanya 
telah memberikan putusan yang melampaui batas kekuasaannya. 
43 
 
 
d) The composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in 
accordance with the agreement of the parties, unless such agreement is in 
conflict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, 
or, falling such agreement, was not in accordance with this Law. 
Suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila proses penunjukan arbiter 
maupun proses pemeriksaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, 
tidak sesuai dengan yang perjanjian yang disepakati para pihak, kecuali 
perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang tidak 
dapat dikesampingkan. 
Pengadilan juga dapat membatalakan putusan arbitrase apabila ditemukan 
suatu perkara yang menjadi sengketa tidak dapat diselesaiakan melalui jalur 
arbitrase menurut hukum di negara tersebut.  
 Berkaitan dengan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, Frank 
Elkouri dan Edna Asper Elkouri berpendapata bahwa dalam sistem hukum 
common law, secara umum alasan-alasan untuk melawan suatu putusan arbitrase 
terbatas pada hal-hal sebagai berikut ( Frank Elkouri dan Edna Asper, 1960 : 27) 
a) Fraud, misconduct, or partiality by the arbitrator, or gross unfairness in the 
conduct of the proceedings; 
b) Fraud or misconduct by the parties affecting the result; 
c) Complete want of the jurisdiction of the arbitrator. Also, failure of the 
arbitrator to stay within his jurisdiction or to carry out of fully- that is, he 
decides too much or too little; 
d) Violation of public policy as by ordering the commission of an unlawful act. 
  Berdasarkan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999, prosedur pembatalan putusan arbitrase nasional adalah sebagai 
berikut: 
(1) Pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
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  Pendaftaran putusan arbitrase ini disebut juga "deponir" yang artinya 
adalah menyimpan atau pendaftaran. Pendaftaran putusan arbitrase ini pada 
dasarnya untuk kepentingan eksekusi putusan. Tujuan nya ialah untuk 
terhadap suatu putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak 
mau melaksankan putusan secara sukarela ( M. Yahya Harahap 2007:300 ). 
Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri sebagaimana diatur didalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
30 tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan 
pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri.  
(2) Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada 
Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal tersebut adalah 
konsekuensi dan prinsip kewenangan Majelis Arbitrase dalam memeriksa 
perkara berakhir dengan keluarnya putusan arbitrase. Dengan begitu segaloa 
bentuk review terhadap putusan arbitrase dan pelaksanaannya menjadi 
kewenangan Pengadilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati 
para pihak atau diperbolehlan menurut peraturan yang berlaku.   
 Ada pula hal yang perlu ditinjau yaitu dalam hal Pengadilan yang 
berwenang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase. Dalam Pasal 1 
angka 4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi 
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat tinggal Termohon, dan Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Termohoon 
adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase. Sehingga berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi temtat 
tinggal Termohon Arbitrase. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase 
sebgai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka 
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pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan 
Negeri dengan wilayah hukum atau yuridiksi yang meliputi tempat 
tinggalnya sendiri. 
(3) Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis kepda ketua Pengadilan 
Negeri dan diperiksa secara contentiosa. 
Hukum Acara Perdata mengenal 2 (dua) bentuk perkara yang dapat 
diajukan kepada Pengadilan Negeri, yaitu gugatan dan permohonan. Yang 
dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung 
sengketa di antara para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang 
penyelesaian nya diajukan kepada Pengadilan. Dan adapun ciri-ciri yang 
melekat pada gugatan Perdata sebagai berikut ( M. Yahya Harahap 2007: 47-
48 ) : 
(a) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung 
sengtketa; 
(b) Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua 
pihak; 
(c) Berarti gugatan perdata bersifat partai, dengan komposisi, pihak yang 
satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang 
lain berkedudukan sebagai tergugat. 
 Lain hal dengan perkara permohonan. Permohonan atau gugatan voluntair 
adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang 
ditandatangani Pemohon atas kuasanya yang ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri, dan berikut adalah ciri-ciri permohonan atau gugatan 
voluntair yaitu (M. Yahya Harahap 2007 : 29 ) : 
(a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Sifatnya 
benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang 
suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukumm 
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sehingga pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak 
bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; 
(b) Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada ketua Pengadilan 
Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. 
Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan 
tentang pemyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun 
penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak 
ketiga; 
(c) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, 
tetapi bersifat ex-parte. 
Adapun Pasal 70 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan 
bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan 
permohonan pembatalan. Namun demikian hal tersebut tidak dapat 
diartikan perkara voluntair yang diperiksa secara ex-parte , karena di 
dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut 
harus diselesaikan dengan contentiosa, yaitu dimana pihak-pihak yang 
berkepentingan harus ditarik sebagai Ternohon. 
(4) Proses pemeriksaan dan pembuktian tunduk pada ketentuan hukum acara 
perdata pada umumnya 
Pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dilakukan 
sebagaimana tata cara pemeriksaan terhadap perkara gugatan biasa, maka 
berlaku prosedur beracara dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya. 
Dengan demikian, prosedur pembuktian di Pengtadilan Negeri dapat 
diberlakukan dalam proses arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Nonor 30 Tahun 1999, ketentuan arbitrase yang dipilih oleh 
para pihak, dan tidak bertentangan dengan sifat dan hakekat arbitrase. 
Adapun dalam hal pembuktian, Hukum Acara Perdata mengenal prinsip 
"barang siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan". 
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Namun demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase terikat pada 
ketentuan dalan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
yang menentukan bahwa, alasam-alasan itu harus dibutikan dengan putusan 
Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut 
terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan. Dalam praktek permohonan pembatalan putusan arbitrase yang 
diajukan ke pengadilan juga masih terdapat perdebatan apajkah diperlukan 
putusan pengadilan terlebih dahulu atas alasan pembatalan yang diatur Pasal 
70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Beberapa putusan pengadilan 
pun masih menunjukkan ketidakseragaman mengenai hal ini. Oleh karena itu, 
beban pembuktian dalam perkara pembatalan putusan arbitrase adalah berada 
pada pemohon. Selain itu, Hukum Acara Perdata menganut sistem 
pembuktian positif yang mana sebgaai berikut : 
(a) Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, 
yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang; 
(b) Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasarkan pada alat-alat bukti 
yang sah; 
(c) Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara 
pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yakni sesuai dengan 
ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan; 
(d) Hakim melaksanakan hukum dengan cara menjalankan undang-
undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian 
ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalam 
gugatannya atau dalam jawaban tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, 
sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara dan alat bukti 
yang ditentukan oleh undang-undang; 
(e) Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran 
formal. 
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 Sehingga kemudian alat-alat bukti terssebut yang sudah ditentukan 
oleh Pasal 164 HIR yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara 
perdata ialah : 
a) alat bukti surat; 
b) alat bukti keterangan saksi; 
c) alat bukti persangkaan; 
d) alat bukti pengakuan; 
e) alat bukti sumpah. 
(5) Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri 
menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan 
arbitrase. 
Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang telah dibatalkan. Fungsi 
dan kewenangan Pengadilan dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta 
tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan Pemohon. Jika tidak 
ada, permohonan ditolak. Jika Pengadilan ada menemukan faktanya, maka 
Pengadilan hanya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa 
dibarengi dengan tindakan dan kewenangan untuk mengadili sendiri. 
ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa atas setiap permohonan pembatalan. 
Ketua Pengadilan Negeri dapat membatalkan hanya sebagian dari putusan 
arbitrase tersebut. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan 
bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan 
memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu 
sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. 
(6) Putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan pembatalan dapat diajukan 
upaya hukum banding ke Mahlamah Agung yang memutus dalam tingkat 
pertama dan tertakhir. 
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Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan 
banding tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Banding 
disini hanya dapat dilakukan terhadap putusan permohonan pembatalan 
putusan arbitrase. Dimana hal ini berarti Putusan Mahkamah Agung 
mengenai banding atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat 
diajukan upaya hukum apapun. Tetapi kenyataan nya bahwa dalam 
permohonan pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung mengenai banding 
atas permohonan pembatalan putusan arbitrase. 
Dari penjelasan prosedur pembatalan putusan arbitrase diatas terdapat contoh 
pada Putusan Mahkamah Agung  Nomor 567 B/Pdt.Sus-Arbt/2013 antara pihak 
pemohon yaitu PT. Manggala Krida Yudha dan pihak Termohon yaitu PT. 
Pembangunan Jaya Ancol Tbk dimana dalam hal ini pemohon mengajukan 
pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan adanya bebrapa faktor yaitu surat artau 
dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, dimana pihak termohon telah 
mengajukan proses pembatalan putusan arbitrase yaitu sebagai berikut : 
a) Dilanggarnya prinsip-prinsip hakiki dari hukum Indonesia, yaitu sebagai 
berikut : 
(1) Arbiter telah menjalankan acara yang bertentangan dengan apa 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian arbitrase; 
(2) Arbiter telah mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh tergugat. 
(3) Putusan telah diambil secara bertentangan dengan pertimbangan. 
b) Putusan juga telah diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 
salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dalam hal ini tergugat. Yang 
nmana telah ditandatanagani Akta Nomor 10 tanggal 3 Septemberm 2004 
yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H, sebagai pengganti dari Tuan 
Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tentang Perjanjian Kerjasama Reklamasi 
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di Areal Perairan Ancol Timur Kawasan Ancol yang dibuat oleh dan 
antara Tergugat dan Penggugat ("PKS Reklamasi", vide Bukti P - 2); 
c) Bahwa, maksud dan tujuan dari PKS Reklamasi adalah untuk melakukan 
reklamasi di areal perairan Ancol Timur seluas kurang lebih 85 hektar 
("Lahan Reklamasi"), dimana berdasarkan PKS Reklamasi tersebut, 
Tergugat berkewajiban mengurus perizinan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan reklamasi tersebut, sedangkan Penggugat bertanggung jawab 
sepenuhnya atas pendanaan dan pelaksanaan seluruh reklamasi tersebut 
(vide Bukti P-3) 
d) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKS Reklamasi, dalam hal 
terjadinya suatu sengketa diantara para pihak, para pihak harus terlebih 
dahulu melakukan musyawarah dalam jangka waktu sedikitnya 90 hari, 
dan dalam hal tidak ada kesepakatan, barulah pihak yang menyengketakan 
dapat memasukkan permohonan, dalam hal ini kepada Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia; 
e) Pada tanggal 23 Desember 2011, Tergugat mengajukan Surat Nomor 
764/DIR-PJA/XII/2011 tentang Pemberitahuan untuk Mengadakan 
Arbitrase kepada Penggugat dengan tembusan kepada Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa antara 
Penggugat dengan Tergugat. Permohonan tersebut kemudian didaftarkan 
di BANI melalui Nomor perkara 434/XII/ARB-BAN1/2011 tanggal 23 
Desember 2011 (Permohonan Arbitrase); 
f) Dalam Permohonan arbitrase, tergugat mendalilkan bahwa : 
(1) Penggugat telah melakukan wanprestasi karena Penggugat tidak 
melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaan reklamasi 
meskipun perizinan reklamasi yang wajib disediakan Tergugat 
telah lengkap (quod non); 
(2) Penggugat berkewajiban membangun tanggul untuk proyek JEDI/ 
JIJFMP; 
g) Tergugat menegaskan pemutusan tersebut dilakukan atas dasar cidera janji 
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dalam bagian petitum/tuntutan hukum dalam Permohonan Arbitrase 
Tergugat kepada Majelis Arbiter BANI, yang memohon agar Majelis 
Arbiter BANI; 
 Bahwa dalam putusan dijelaskan bahwa apabila Majelis Hakim perkara a 
quo mencermati gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat 
bahwa seluruh keseluruhan materi gugatan pembatalan a quo disusun berdasarkan 
materi persidangan dalam perkara arbitrase yang telah diperiksa, dicermati, dan 
telah diperiksa pula seluruh bukti-bukti dalam persidangan yang diajukan oleh 
Penggugat maupun Tergugat, bahkan Majelis Arbitrase BANI telah pula 
memeriksa para saksi-saksi dan ahli- ahli dari Penggugat dan Tergugat, dan 
setelah Penggugat maupun Tergugat menyatakan seluruh pembuktian yang 
diajukannya telah selesai, baru-lah Majelis Arbitrase BANI mengambil putusan 
pada tanggal 15 Oktober 2012. Keseluruhan proses persidangan dilaksanakan 
dalam waktu yang cukup guna mengakomodir keinginan Penggugat dan Tergugat 
dalam menghadirkan bukti-bukti tertulis, saksi- saksi dan ahli-ahli dengan 
ditetapkannya perpanjangan masa persidangan arbitrase BANI oleh Majelis 
Arbitrase BANI. Dengan demikian total masa persidangan tersebut dimulai saat 
diajukannya Permohonan Arbitrase tanggal 23 Desember 2011 dan diputus oleh 
Majelis Abitrase tanggal 15 Oktober 2012 (± 10 bulan). 
Sekedar memberikan perbandingan kepada Majelis Hakim yang 
terhormat, materi gugatan pembatalan Arbitrase pada halaman 2 sampai dengan 6 
gugatan adalah sama materi atau substansinyanya dengan modifikasi seperlunya 
oleh Penggugat apabila dibandingkan dengan halaman 1 sampai dengan 3 eksepsi 
dan jawaban Penggugat selaku Termohon Arbitrase dalam perkara yang telah 
diperiksa oleh Majelis Arbitrase BANI. Demikian pula, materi gugatan 
pembatalan arbitrase pada halaman 10 sampai dengan 13 gugatan Pengguggat 
adalah pada dasarnya sama, baik materi atau substansinyanya dengan modifikasi 
seperlunya oleh Penggugat apabila dibandingkan dengan bukti T-8, T-11 dan T-
12 beserta penjelasan yang diberikan oleh Penggugat sebagai Termohon Arbitrase 
pada tahap pembuktian persidangan Arbitrase BANI dalam perkara yang telah 
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diperiksa oleh Majelis Arbitrase BANI. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
materi gugatan pembatalan arbitrase oleh Penggugat yang benar-benar baru 
adalah materi gugatan pada halaman 6 sampai dengan 10, yaitu pada pokoknya 
keberatan atas materi pertimbangan maupun petitum putusan Majelis Arbitrase 
BANI dimana hal tersebut secara tegas menunjukkan itikad buruk Penggugat 
untuk menggunakan gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagai ajang 
banding, kasasi maupun peninjauan kembali atas putusan Majelis Arbitrase BANI 
dan pada saat yang sama menegasikan kesepakatan bersama Penggugat dan 
Tergugat dalam Pasal 14 ayat (4) PKS Reklamasi Ancol Timur diatas yaitu 
Keputusan Dewan Arbitrase bersifat mutlak mengikat secara final, tidak dapat 
dilakukan banding, kasasi, peninjauan kembali. Selanjutnya Pasal 11 Undang-
undang arbitrase pun telah menyatakan yang mana menjelaskan tentang : 
(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para 
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri; 
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui 
arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini. 
 Terkait Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase tersebut, 
apabila dihubungkan dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase maka Majelis 
Hakim dapat melihat bahwa pengecualian tersebut amat sangat terbatas, yaitu 
dengan mewajibkan adanya Putusan Pengadilan sebagai syarat pengajuan 
permohonan pembatalan, sebagaimana diuraikan di bawah ini yaitu sebagai 
berikut : 
(1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
(2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 
(3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
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satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 
Selanjutnya dijelaskan sendiri tentang bunyi dari pasal 70 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu sebagai berikut : 
"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan 
arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan 
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan 
Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut 
terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan 
sebagai dasar mempertimbangkan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan' 
 
B. Kedudukan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam 
mengakomodasi kepentingan para pihak yang menyelesaikan sengketa 
melalui Arbitrase. 
 Banyaknya tunggakan perakra yang ada di Mahkamah Agung telah 
menimbulkan dampak serius. Para hakim selama menjalankan tugasnya hanya di 
sibukan dengan target penyelesaian perkara, tidak ada waktu untuk memperdalam 
ilmu atau menambah wawasan keilmuan, bahkan seringkali tidak sempat 
membaca detail berkas perkara. Sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan tidak 
berkualitas dan tidak memberikan pencerahan pada hakim-hakim di pengadilan 
pertama maupun tingkat banding, pada akhirnya para hakim agung tersebut juga 
kehilangan kewibawaan keilmuanya (Adi Sulistiyono, 2006: 252).  
 Problematika lembaga peradilan untuk mendapat putusan yang in kracht 
memerlukan waktu sangat lama tersebut tentunya banyak dihindari para pelaku 
bisnis yang menghendaki segala sesuatunya serba cepat termasuk dalam upaya 
penyelesaian sengketa. Sebenarnya upaya pemerintah Indonesia dalam 
membenahi sektor peradilan sudah banyak dilakukan. Salah satunya tahun 1999 
pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Upaya ini dilakukan demi 
mengurangi beban lamanya bercara melalui lembaga peradilan dalam menangani 
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sengketa perdata untuk memperoleh putuasn yang final. Maksud dari putusan 
bersifat final adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat 
pertama dan terakhir. Artinya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi atau 
peninjauan kembali sekalipun (Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2008: 88-
89). 
 Diantara sejumlah keunggulan arbitrase tersebut ternyata dalam 
prakteknya arbitrase belum menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa di 
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dicetuskan pemerintah Indonesia hampir 
20 tahun silam masih belum dianggap keberadaanya. Keunggulan-keunggulan 
arbitrase seperti Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase bersifat rahasia 
yang dimaksud dengan rahasia dalam hal ini adalah  sifat dari arbitrase yang 
persidangannya hingga putusuannya yang memang tidak dipublikasikan 
(Suslilawetty, 2013: 10). 
 Selain itu para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri arbitrer yang 
akan menangani perkara yang menurut mereka expert dalam hal yang ditangani, 
proses beracaranya lebih cepat dibanding jalur litigasi, dan putusan arbitrase final 
dan dapat dieksekusi. Akibatnya peradilan merupakan jalur satu-satunya yang 
dipilih dalam menyelesaikan sengketa karena minimnya peran pemerintah dalam 
mensosialisasikan UU Arbitrase dan APS (Huala Adolf, 2009: 26). 
 Keterbatasan Struktur Hukum Undang-Undang Arbitrase yang menjadi 
faktor utama dalam hal ini, terlebih dalam faktor aparatur penegak hukum juga 
merupakan salah satu poin yang menjadikan apakah suatu produk hukum dapat 
bekerja dengan maksimal atau tidak. Mengenai Institusi Arbitrase di Indonesia 
sebenarnya sudah dicetuskan berpuluh tahun silam sebelum adanya Undang-
Undang Arbitrase dan APS. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau sering 
disingkat BANI merupakan salah satu lembaga arbitrase institusional di 
Indonesia. Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang 
bersifat permanen, sehingga disebut juga permanen arbitral body, seperti yang 
dinyatakan dalam Konvensi New York 1958 Pasal 1 ayat (2): 
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The term “arbitral awards” shall include not only awards made 
by arbitrators appointed for each case but also those made by 
permanent arbitral nodies to which the parties have submmited 
 
 Sehingga hal tersebut lah yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan 
sengketanya melalui pengadilan seperti menurut Satjipto Rahardjo seperti yang 
dikutip Adi Sulistiyono dalam bukunya, yaitu (Adi Sulistiyono, 2006: 386):  
1) Kepercayaan, bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti 
apa yang mereka kehendaki; 
2) Kepercayaan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan 
nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainya; 
3) Kepercayaan bahwa waktu dan biaya mereka keluarkan tidak akan sia-sia; 
4) Kepercayaan bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-
benar memperoleh perlindungan hukum. 
 Kredibilitas penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam prakteknya 
masih dinilai banyak menunjukan kekurangan nya daripada kelebihanya. Mereka 
percaya bahwa pengadilan merupakan tempat memperoleh keadilan seperti yang 
mereka kehendaki dalam penyelesaian sengketa, percaya bahwa mereka bakal 
mendapat perlindungan hukum, percaya waktu dan biaya yang mereka keluarkan 
untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka tidak akan sia-
siameskipun dengan lambanya proses beracara di pengadilan. 
 Suatu hukum tidak akan dirasakan pengaruhnya apabila produk hukum 
tersebut tidak diketahui masyarakat. Produk hukum haruslah dikomunikasikan 
kepada masyarakat, apabila tidak produk hukum tersebut hanyalah sekedar 
menjadi dokumen hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu hanya diam, 
hukum memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong 
abstrak. Hanya melalui penegakanya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat 
diekspresikan atau dikongkritkan (Adi Sulistiyono, 2006: 364). 
 Untuk lebih mendayagunakan program sosialisasi UU Arbitrase ini bisa 
lebih berdayaguna apabila dibarengi dengan membangun pola pikir mengenai 
kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa yang diselesaikan lewat jalur 
pengadilan. Menurut Suyud Margono kritik terhadap lembaga peradilan 
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diantaranya sebagai berikut (Suyud Margono, 2004: 34): 
1) Penyelesaian sengketa “lambat” 
Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau waste 
of time. Hal tersebut mengakibatkan proses pemeriksaan perkara sangat 
formalistik dan sangat teknis. Arus perkara yang makin deras berakibat 
pengadilan dijejali dengan beban yang terlalu banyak (overloaded). 
2) Biaya perkara “mahal” 
Semua pihak menganggap biaya perakara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan  
dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian suatu sengketa  
mengakibatkan tingginya biaya perkara yang harus dibayarkan. Seperti biaya 
resmi dan upah pengacara yang harus di tanggung. Melihat kenyataan biaya 
perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh 
dan terkuras segala sumberdaya, waktu, dan pikiran (litigation paralyze 
people). 
3) Peradilan tidak tanggap (unresponsive) 
Kritik lain uang ditujukan kepada pengadilan adalah berupa kenyataan, 
pengalaman, dan pengamatan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak 
responsive dalam bentuk perilaku. Kritik ini antara lain pemgadilan kurang 
tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan 
perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat.  Pengadilan dianggap sering 
berlaku tidak adil kritik ini didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam 
memberikan kesempatan serte keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga 
atau perseorangan yang tinggi kedudukannya. 
4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 
Berdasarkan kenyataan putusan pengadilan tidak mampu memberikan 
penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Putusan pengadilan tidak 
mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang 
berperkara. Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak pasti menang dan yang 
lain pasti kalah , keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah 
membawa kedamaian tetapi malah menumbuhkan bibit pertentangan. 
5) Kemampuan hakim bersifat “generalis” 
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Para hakim dianggap memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu 
pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang ilmu hukum. Ilmu 
pengetahuan mereka hanya bersifat umum. Memperhatikan para hakim hanya 
manusia generalis, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa 
yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang bisnis. 
 Ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 apakah sudah 
mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang menyelesaikan sengketa 
melalui Arbitrase, hal tersebut dapat dilihat sendiri dimana di dalam pasal 70 yang 
lebih mengatur tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase yang memuat 
isi yang sebagai berikut :  
a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang 
disembunyikan oleh pihak lawan; atau 
c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam pemeriksaan sengketa. 
 Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan 
mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. 
Walaupun demikian, sebenarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara limitatif telah 
mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase 
untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun 
dimungkinkan untuk dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase, namun 
bagi sebagian pihak ataupun praktisi hukum menganggap permohonan 
pembatalan yang telah ditetapkan secara limitatif. 
 Syarat limitatif yang ditetapkan pasal 70 tersebut sangat sulit untuk 
diterapkan atau menjadi tidak dapat dioperasionalkan karena adanya syarat yang 
ditentukan lain dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 
yang selengkapnya berbunyi: 
58 
 
 
Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang 
sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembalan yang 
disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila 
pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, 
maka pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi untuk 
mengabulkan atau menolak permohonan. 
 Penjelasan tersebut yang kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para 
Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 1999 beranggapan Frase harus sudah dibuktikan dengan 
putusan pengadilan dalam penjelasan Pasal 70 yang telah meniadakan 
keberlakuan unsur dugaan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 
30 tahun 1999. Hal ini justru menimbulkan norma baru yang tidak konsisten. 
Karena penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembatalan putusan 
dimungkinkan apabila putusan yang diduga mengandung unsur-unsur dalam Pasal 
70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 harus terlebih dahulu dibuktikan 
dengan putusan pengadilan. 
 Lalu munculah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh 
Mahlamah Konstitusi yaitu hal tersebut sebagai berikut  : 
a) Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999 Telah Mengubah 
Norma Pasal Menjadi Norma Baru. 
 Menurut Mahkamah Konstitusi maksud yang terkandung dalam bunyi 
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah cukup jelas (Expressis 
Verbis) sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadi persoalan menurut 
Mahkamah konstitusi adalah penjelasan terhadap Pasal 70 Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 1999 tersebut menimbulkan norma baru meniadakan 
keberlakuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa Frase diduga bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, arpiori. Artinya 
permohonan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih 
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sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan 
pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses 
penyelesaian melalui arbitrase. Sedangkan, Adanya frasa harus dibuktikan 
dengan putusan pengadilan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
menjadikan kata diduga menjadi kehilangan makna dan justru menimbulkan 
makna baru. Menurut Mahkamah Konstitusi frasa harus dibuktikan dengan 
putusan pengadilan  pengehatuan yang tidak lagi bersifat bersifat hipotesis, 
subjektif, sepihak dan apriori karena telah diverifikasi melalui pembuktian. 
Sehingga dalam hal ini mahkamah berkesimpulan bahwa penjelasan pasal 70 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengubah makna dugaan menjadi 
sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan sehingga terbukti menurut 
hukum hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. 
b) Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menjadi multi 
tafsir 
 Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 70 Undang-undang 
Nomor 30 tahun 1999 sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan. Yang 
menjadikan multitafasir justru ketika dihadapkan dalam penjelasan pasal 70 
tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat kemungkinan terjadinya 
multitafsir setidaknya sebagai berikut: 
(1) Apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan 
terlebih dahulu sebagai syarat pembatalan atau; 
(2) Apakah Alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dalam sidang 
pengadilan mengenai permohonan pembatalan. 
 Dari penjelasan pasal tersebut bahwa dapat diketahu adanya dualisme 
penafsiran dalam pasal tersebut yaitu bahwa Apakah sebelum mengajukan 
permohonan pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut kepada 
pengadilan untuk memperoleh putusan dan alasan yang telah diputuskan 
tersebut dijadikan untuk syarat untuk menjadikan untuk pengajuan pembatalan 
atau Alasan yang masih dugaan harus dibuktikan dalam pembuktian 
permohonan di pengadilan di tempat pengajuan permohonan pembatalan. 
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Sehingga hal tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang 
menimbulkan ketidakadilan. 
 Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan 
pembatalan akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Sehingga hal ini akan 
berimplikasi pada proses penyelesaian yang akan memakan waktu lebih lama 
sehingga tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat. Hal ini jelas 
bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang 
menyatakan “Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara 
tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan 
pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Jika adanya 
demikian maka dapat dipastikan secara praktik jangka waktu 30 hari tidak dapat 
dipenuhi. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan 
Penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, kini 
implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase menjadi 
lebih terbuka untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase 
melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus 
terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 
1999  tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang sudah dikaji diatas, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Berdasarkan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, proses pembatalan putusan 
arbitrase sangat dapat dilakukan dengan prosedur yang benar yang mana 
sesuai dengan aturan yang ada di dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 30 
Tahun 1999 yaitu apabila adanya syarat-syarat sebagai berikut yaitu surat 
atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan 
diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan 
dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak 
lawan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Lalu apabila telah memenuhi syarat-
syarat tersebut proses pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan 
mengajukan nya ke Pengadilan Negeri dengan menunjukan bukti-bukti yang 
disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tetapi 
bukti tersebut harus ada putusan terlebih dimana hal tersebut digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kembali, lalu proses 
pembatalan putusan tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
yang mana nanti nya akan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang 
mana nantinya akan diputus oleh ketua Pengadilan Negeri baik itu diputus 
seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase saja. Dan Sesuai dengan Pasal 71 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa permohonan pembatalan 
putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 ( 
Tiga Puluh ) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan 
arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. 
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2. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum bisa 
mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa dikarenakan 
penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menjadi kan para 
pihak yang bersengketa menafsirkan ganda dimana alasan pengajuan 
permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat 
pembatalan atau alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dalam sidang 
pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dari penjelasan tersebut 
bahwa dapat diketahu adanya dualisme penafsiran dalam pasal tersebut yaitu 
bahwa Apakah sebelum mengajukan permohonan pemohon harus 
mengajukan salah satu alasan tersebut kepada pengadilan untuk memperoleh 
putusan dan alasan yang telah diputuskan tersebut dijadikan untuk syarat 
untuk menjadikan untuk pengajuan pembatalan atau Alasan yang masih 
dugaan harus dibuktikan dalam pembuktian permohonan di pengadilan di 
tempat pengajuan permohonan pembatalan. Sehingga hal tersebut 
berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan 
ketidakadilan. 
 
B. Saran 
1. Menurut saya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus lebih 
dikembangkan lagi mengenai jangka waktu yang dibutuhkan, dimana proses 
pembatalan putusan arbitrase sendiri membutuhkan waktu lebih dari 30 (Tiga 
Puluh Hari) sedangkan di dalam Undang-Undang tersebut hanya diatur 
selama 30 hari dan diperlukan nya pula peradilan singkat dalam proses 
pembatalan putusan arbitrase tersebut agar tidak lebih berbelit-belit dan lebih 
efisien.  
2. Sebaiknya lebih mempelajari dan memahami tentang proses dan mekanisme 
apa saja yang ada dalam arbitrase dan proses penyelesaian sengketa, sehingga 
kita sebagai warga negara Indonesia yang baik yang taat hukum  dapat 
mengetahui mekanisme proses penyelesaian sengketa di Indonesia baik 
melalui jalur litigasi maupun jalur yang non-litigasi. 
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3. Meningkatkan aturan-aturan di dalam hal arbitrase sehingga proses 
penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dipercaya oleh 
masyarakat dan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang 
memilih menyelesaiakan suatu sengketa melalui jalur non-litigasi sehingga 
dapat menciptakan keadilan dan kebenaran.  
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